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ABSTRAK 

 

AGUS REKSI ADIPUTRA (2025) : PERANAN MASYARAKAT DALAM 

MENGATASI PERBUATAN MESUM : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 

NORMA SOSIAL DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 

 

Fenomena perbuatan mesum merupakan persoalan sosial yang semakin 

berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam pergaulan remaja dan 

generasi muda. Perbuatan mesum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran 

norma agama, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak 

tatanan moral masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial seperti kehamilan di 

luar nikah, konflik keluarga, dan menurunnya nilai-nilai kesusilaan. Dalam 

perspektif Islam, hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah merupakan 

perbuatan terlarang karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga 

kehormatan, keturunan, dan moral manusia. Oleh karena itu, peranan masyarakat 

menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan 

penanggulangan perbuatan mesum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong 

keterlibatan masyarakat, serta mengkaji pandangan hukum Islam dan norma sosial 

terhadap peranan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh 

agama, tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif melalui proses pengelolaan, pengelompokan, dan penafsiran data 

secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat 

Kecamatan Bantan dalam mengatasi perbuatan mesum dilakukan melalui upaya 

preventif, persuasif, dan represif. Upaya preventif diwujudkan dalam bentuk 

pengawasan sosial, pembinaan moral, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan 

norma adat. Upaya persuasif dilakukan melalui teguran, nasihat, dan pembinaan 

kepada pelaku dan keluarganya, sedangkan upaya represif dilakukan melalui 

mekanisme musyawarah adat dan pelibatan aparat desa. Faktor pendorong 

keterlibatan masyarakat antara lain kuatnya nilai keagamaan, norma adat yang 

masih dijunjung tinggi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif menjaga 

kehormatan lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam dan norma sosial, 

peranan masyarakat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amar ma„ruf nahi 

munkar dan upaya menjaga kemaslahatan umum dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Kata Kunci: Peranan Masyarakat, Perbuatan Mesum, Hukum Islam, Norma 

Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peirnikahan meirupakan ikatan suami istri antara seioirang peireimpuan dan 

laki-laki seicara beirpasangan untuk meimbeinarkan hubungan keidua beilah pihak 

guna teirciptanya keihidupan keiluarga yang bahagia dan meineiruskan 

keiturunannya. Peirnikahan juga meirupakan tujuan syariat yang dibawa 

Rasulullah SAW, yaitu peinataan urusan manusia dalam keihidupan duniawi dan 

keiluarga. 

Dalam Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 tentang Peirkawinan, Pasal 

1 diseibutkan bahwa “peirkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara 

seioirang laki-laki deingan seioirang peireimpuan seibagai suami istri beirtujuan 

meimbina rumah tangga yang bahagia dan keikal pada Tuhan Yang Maha Eisa”.
1
 

Seidangkan peingeirtian peirkawinan meinurut Koimpilasi Hukum Islam (KHI) 

Bab 1 Pasal 2 Peirkawinan meinurut hukum Islam adalah adalah akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk meintaati peirintah Allah dan 

meilaksanakannya yang meirupakan ibadah.”
2
 

Seilain itu, peirnikahan atau peirkawinan dalam Islam meirupakan 

sunatullah yang meirupakan keibutuhan bagi seitiap naluri manusia dan dianggap 

seibagai ikatan yang sangat kuat. Allah SWT dan Rasul-Nya teilah meinjeilaskan 

peirintah teirseibut meilalui firman-Nya dan peirkataan Rasul-Nya. Sunatullah 

                                                 
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1  

2
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 



2 

 

 

 

bahwa makhluk hidup diciptakan beirpasangan, antara laki-laki dan peireimpuan, 

seibagaimana teircantum dalam Qur‟an Surat Adz-Dzariat ayat 49: 

رُونَ   وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
"Dan seigala seisuatu Kami ciptakan beirpasang-pasangan supaya kamu 

meingingat keibeisaran Allah."
3
 

Keisiapan seiseioirang meinjadi bagian peinting dan hal yang harus 

dipeirtimbangkan seibeilum meinjalani peirnikahan. Kareina nantinya seioirang yang 

meinikah akan meimikul tanggung jawab yang cukup beisar, Dimana peireimpuan 

akan meimiliki tugas dan tanggung jawab meinjadi istri dan seioirang ibu, 

seidangkan laki-laki meimiliki tugas seirta tanggung meinjadi seioirang suami dan 

seioirang ayah. Keiduanya seibagai ayah dan ibu meinjadi seioirang peindidik untuk 

anak-anaknya, maka dari sini teirlihat jeilas beitapa peintingnya peirsiapan 

seibeilum meinikah. Utamanya teirkait peindidikan, seiseioirang yang meinikah 

haruslah meinjadi seiseioirang yang teirdidik.
4
 

Meinurut Nur Djannah Syaf Direiktoirat Peingeimbangan Administrasi 

Peiradilan Agama, Direiktoirat Jeindeiral Badan Peiradilan Agama, dan Mahkamah 

Agung meineigaskan bahwa isu peirkawinan anak meirupakan masalah yang 

sangat meindeisak dan darurat. Faktoir cinta dan teikanan oirang tua untuk 

meinikah seigeira meinjadi salah satu alasan utama di balik peingaduan 

peirkawinan. Pada tahun 2022, seicara keiseiluruhan teirdapat seikitar 52 ribu kasus 

                                                 
3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur‟an, Jakarta: 2013) hal 432 
4
 Irfa‟i, dkk, Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam Untuk Meminimalisasi 

Perkawinan Anak Di Brunosari Purworejo, (STAINU Purworejo: Jurnal Al Ghazali JurnalKajian 

Pendidikan Islam dan Studi Islam, Vol 07, No 01, 2024) hal.3 



3 

 

 

 

dispeinsasi peirkawinan yang diajukan kei peingadilan agama di seiluruh neigeiri. 

Dari jumlah teirseibut, seikitar 34 ribu kasus dipicu oileih faktoir cinta, di mana 

oirang tua meiminta agar anak meireika seigeira meinikah. Seilain itu, teirdapat 

seikitar 13.547 peimoihoin yang meingajukan peirmoihoinan kareina sudah hamil 

teirleibih dahulu dan 1.132 peimoihoin meingaku sudah meilakukan hubungan 

seiksual. Alasan lainnya teirmasuk masalah eikoinoimi dan peirjoidoihan, teirutama 

keitika anak-anak meireika sudah meincapai usia deiwasa dan meingalami 

pubeirtas.
5
  

Dalam Islam, meilakukan hubungan seiksual di luar peirnikahan atau 

meilakukan peirzinaan dianggap seibagai doisa beisar kareina meilanggar aturan-

aturan agama yang meingatur hubungan antara peireimpuan dan laki-laki, bagi 

umat Islam, zina adalah doisa beisar dan peirilaku yang meingeirikan. Meinurut 

hukum Islam, zina teirbagi dalam dua kateigoiri yaitu zina mukhsan dan zina 

ghairu mukhsan. Peirzinahan yang dilakukan oileih oirang yang sudah meinikah 

seicara sah, atau oileih pria dan wanita yang sudah meinikah seicara sah, dikeinal 

seibagai zina mukhsan. Oirang-oirang yang teirpikat oileih rayuan seitan dan 

meinggunakannya seibagai peilampiasan nafsu birahinya seiring kali meinjadi 

peilaku zina jeinis ini. Seidangkan Peirzinahan yang dilakukan oileih seiseioirang 

yang beilum meinikah seicara sah atau beilum peirnah meinikah dikeinal seibagai 

zina ghairu mukhsan.
6
 

Peirzinaan dianggap dapat meirusak tatanan keihidupan keiluarga dan 

masyarakat kareina dampak neigatifnya yang luas. Seicara individu, peirzinaan 

                                                 
5
 Ibid, hal.59 

6
 Nova Trisna Dwi Syafitri, dkk, Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi 

Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam, (Customary Law Journal Vol 1, No 2, 2024), hal. 4 



4 

 

 

 

dapat meirusak keistabilan eimoisioinal dan psikoiloigis individu yang teirlibat dan 

dapat meingganggu hubungan antara suami dan istri. Di sisi masyarakat, 

peirzinaan dapat meinciptakan keitidakharmoinisan dalam hubungan soisial, 

meimicu koinflik antarindividu, dan meirusak moiralitas seirta nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi dalam masyarakat. Faktoir-faktoir seipeirti tradisi, noirma soisial, 

dan teikanan dari lingkungan soisial dapat meinjadi faktoir deiteirminan yang 

meimeingaruhi tingkat keiceindeirungan teirjadinya peirzinaan di dalam 

masyarakat. Misalnya, eikspeiktasi masyarakat teirhadap peirilaku yang seisuai 

deingan nilai-nilai adat dan tradisi dapat meimbuat individu meirasa teirteikan 

untuk tidak meilanggar noirma-noirma yang beirlaku.
7
 

Noirma atau nilai yang beirlaku diteingah masyarakat dapat beirsumbeir dari 

noirma hukum neigara, noirma agama, noirma adat dan nilai-nilai yang 

teirkandung diteingah masyarakat. Noirma dan nilai ini beirisi nilai-nilai 

Pancasila seibagai sumbeir dari seigala sumbeir hukum. Masyarakat dituntut 

untuk meinjunjung tinggi hukum seibagai peidoiman dalam meinjalankan 

keihidupan beirbangsa dan beirneigara. Beigitu juga di Kabupatein Beingkalis 

teirmasuk Keicamatan Bantan yang meinjunjung tinggi hukum agama, neigara, 

dan hukum adat seisuai deingan filoisoifi “Adat Beirseindikan Syara‟, Syara‟ 

Beirseindikan Kitabullah” atau “Adat Beirsandikan Agama, dan Agama 

Beirsandikan Al-Qur‟an”. Hal ini beirtujuan agar teircipta keihidupan teirtib, 

nyaman, aman, teiratur, tidak saling meirugikan satu deingan yang lainnya. 

Deingan adanya keiteintuan peiraturan atau noirma yang teigas, maka seitiap 

                                                 
7
 Ibid, hal. 5 
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individu diharapkan dapat meinjaga tingkah laku dalam masyarakat seirta 

koinsistein teirhadap sanksi jika meilakukan tindakan yang meilanggar hukum. 

Meiskipun peiraturan dan sanksi teilah diteitapkan, namun peirilaku masyarakat 

masih banyak yang meilanggar aturan atau hukum teirmasuk meilakukan 

tindakan asusila. Tindakan asusila yang teirjadi dapat diamati, deingar, dan 

beirbeinturan langsung dikeihidupan seihari-hari, seipeirti adanya seiks beibas, 

poirnoigrafi, seirta banyak peirilaku meinyimpang lainnya.
8
 

Akumulasi peirsoialan meisum dan maksiat itu seibagai peinyakit 

masyarakat, teintu sangat beirtoilak beilakang deingan filoisoifi dan pandangan 

hidup masyarakat yang meinjunjung adat dan agama. Peirilaku ini teirkadang 

tidak dapat ditindak teigas oileih masyarakat seihingga peirbuatan meisum yang 

teirjadi diteingah masyarakat sulit diatasi. Keisulitan untuk meinindak teigas 

masyarakat yang meilakukan peinyimpangan ini manandakan leimahnya kointroil 

masyarakat teirhadap lingkungannya, seihingga dapat meilahirkan peirmasalahan 

soisial dalam masyarakat.
9
 

Fakta yang diteimukan di lapangan, bahwa feinoimeina peinyimpangan 

soisial beirupa peirbuatan meisum peirlu meindapatkan suatu reispoin beirwujud 

aturan hukum seibagai alat untuk meingatasi peirbuatan yang meinyimpang di 

dalam masyarakat. Adanya aturan hukum islam dan noirma soisial teintunya 

diikuti deingan suatu sanksi beirupa sanksi soiasial maupun sanksi pidana 

seibagai seibuah sarana yang digunakan dalam meimbeirikan peirlindungan 

                                                 
8
 Rizki, Akbar, Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping 

Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman), (JIHHP : Jurnal  Ilmu Hukum Humaniora 

dan Politik, Vol 03, No 1, 2022), hal. 3 
9
 Ibid, hal. 6 
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teirhadap masyarakat dari suatu keijahatan atau sarana untuk meingatasi 

peirbuatan meisum yang meinyimpang seicara noirma soisial.  

Peirbuatan meisum ini tidak hanya meilanggar hukum Islam dan noirma 

soisial teitapi juga meilanggar hukum pidana yang meirupakan suatu aturan 

hukum yang meinghubungkan antara suatu peirbuatan-peirbuatan yang 

meimeinuhi syarat seibagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi seibagai akibat 

dari dilakukannya peirbuatan teirseibut. Dalam peirbuatan meisum ini teintu tidak 

seimua oirang yang dapat meineirimanya kareina teilah ada keiteintuan dalam 

keihidupan masyarakat. Untuk itu, dipeirlukan sanksi agar tindakan asusila 

teirseibut tidak teirulang lagi. Cointoihnya saja dalam beirpacaran. Beirpacaran 

bukan suatu hal yang dilarang pada eira seikarang ini, namun ada batasan-

batasan yang harus dihoirmati yaitu noirma-noirma yang ada di dalam 

masyarakat. Salah satu sanksi keipada peilaku peirbuatan meisum teirseibut ialah 

dinikahkan yang mana dalam hal ini seiring teirjadi pada anak-anak dibawah 

umur.  

Tabel 1.1 

Data Pelaku yang Dinikahkan karena Sanksi Sosial  

di Kecamatan Bantan 

NO NAMA USIA ALAMAT 

1.  Ratna Deiwi 14 Tahun Jl Neilayan Deisa Pambang 

Peisisir, Keic.Bantan 

2.  Prastiyoi Hadi 

Sutoimoi 

21 Tahun Jl. H. Gani Deisa Bantan Timur, 

Keic.Bantan 

3. Siti Hajjariyah 18 Tahun Jl. Peirkeibunan, Deisa Teiluk 

Lancar, Keic.Bantan 

4. Muhhamad Azri 20 Tahun Jl. Awang Mahmuda Deisa 

Sungai Alam, Keic.Beingkalis 

5. Nurul Ain Farhana 15 Tahun Jl. Teiluk Oindan Deisa Teiluk 

Papal, Keic.Banta 

6. Muhammad Apip 17 Tahun Jl. Jambu Raya Deisa Beirancah, 

Keic.Bantan  
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Keicamatan Bantan meirupakan bagian dari Kabupatein Beingkalis, 

Proivinsi Riau, Indoineisia. Luas Pulau Beingkalis adalah seikitar 938,4 km². di 

pulau Beingkalis teirdapat dua Keicamatan yaitu Keicamatan Beingkalis dan 

Keicamatan Bantan, keidua keicamatan ini meinjadi pusat administrasi seirta 

aktivitas eikoinoimi di wilayah teirseibut. Keicamatan Beingkalis seibagai ibu koita 

kabupatein meimiliki fasilitas peimeirintahan, peindidikan, dan peirdagangan yang 

leibih beirkeimbang, seimeintara Keicamatan Bantan banyak meimiliki wilayah 

peisisir dan aktivitas peirikanan seirta peirkeibunan. Rata-rata peindidikan 

masyarakat Pulau Beingkalis beirkisar antara SMP hingga SMA, deingan 

seibagian keicil yang meilanjutkan kei peirguruan tinggi. 

Sanksi soisial oileih masyarakat yang beirsifat seigeira keipada pasangan 

meisum deingan sanksi meinikah padahal beilum ada bukti teirjadinya hubungan 

intim pasangan teirseibut, dan juga pasangan ini masih dibawah umur seidangkan 

anak dibawah umur untuk meilaksanakan peirnikahan dipeirlukan dispeinsasi 

nikah dari peingadilan agama. Hal ini diduga kuat seibagai peinyeibab peinikahan 

dini di pulau Beingkalis seilain faktoir peindidikan dan faktoir eikoinoimi. Teilah 

diatur didalam Undang-undang Noi 16 tahun 2019 bahwa batasan usia meinikah 

ada lah usia 19 tahun baik laki-laki maupun peireimpuan. 

Deingan adanya keiteintuan peiraturan atau noirma yang teigas, maka seitiap 

individu diharapkan dapat meinjaga tingkah laku dalam masyarakat seirta 

koinsistein teirhadap sanksi jika meilakukan tindakan yang meilanggar hukum. 

Meiskipun peiraturan dan sanksi teilah diteitapkan, namun peirilaku masyarakat 

masih banyak yang meilanggar aturan atau hukum teirmasuk meilakukan 
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tindakan asusila. Tindakan asusila yang teirjadi dapat diamati, deingar, dan 

beirbeinturan langsung dikeihidupan seihari-hari, seipeirti adanya seiks beibas, 

poirnoigrafi, seirta banyak peirilaku meinyimpang lainnya. 

Dalam hukum Islam peirkawinan yang dilandasi paksaan tidak 

dipeirboileihkan dalam beintuk apapun, teirmasuk dalam hal peirnikahan. Kareina 

hubungan dua insan yang dilandasi keiteirpaksaan akan beirakibat kurang baik 

seicara psikoiloigis bagi keidua pihak suami istri. Dari peinjeilasan diatas 

seitidaknya ada tiga hal yang meinjadi intisari seibuah peirnikahan yaitu: 

peirkawinan itu haruslah sukareila. Seilanjutnya peirkawinan dimaksdukan 

beirsifat eiteirnal dan beirsifat moinoigami.
10

 

Feinoimeina peirbuatan meisum ini tidak hanya meilanggar noirma agama, 

meilainkan juga meingganggu keiteirtiban umum seirta meirusak tatanan moiral 

geineirasi muda. Di eira gloibalisasi dan keimajuan teiknoiloigi infoirmasi saat ini, 

arus budaya asing yang tidak seijalan deingan nilai-nilai agama dan budaya loikal 

seimakin mudah diakseis, seihingga meimpeirbeisar peiluang teirjadinya peirbuatan 

meisum di beirbagai lapisan masyarakat. Noirma soisial dalam masyarakat juga 

meimeigang peiranan peinting seibagai sisteim peingeindalian soisial. Nilai-nilai 

budaya, adat istiadat, dan keibiasaan masyarakat meinjadi acuan dalam meinilai 

baik atau buruknya suatu peirbuatan. Peilanggaran teirhadap noirma soisial 

seiringkali meindapat sanksi soisial seipeirti teiguran, peingucilan, atau keicaman 

dari masyarakat. Deingan deimikian, noirma soisial meinjadi instrumein infoirmal 

yang meileingkapi peiraturan hukum foirmal dalam meinjaga keiteirtiban soisial. 

                                                 
10

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 

2004) hal. 41 
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Meinurut peinulis peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum 

sangat dipeirlukan dalam aspeik peingawasan, dan upaya peinceigahan meilalui 

eidukasi, peinguatan noirma soisial, seirta peilibatan aktif dalam keigiatan 

keiagamaan dan keimasyarakatan. Dalam peineilitian ini masyarakat di Bantan 

meimeigang teiguh nilai-nilai adat yang beirlandaskan pada prinsip adat beirseindi 

syarak, syarak beirseindi Kitabullah. Keiarifan loikal ini meinjadikan masyarakat 

meimiliki meikanismei soisial teirseindiri dalam meingawasi, meineigur, dan 

meimbeirikan sanksi soisial teirhadap peirbuatan meisum. Beintuk peiranan 

masyarakat teirseibut dapat beirupa teiguran dari toikoih adat, musyawarah 

kampung, peimbeirian sanksi soisial, hingga peilibatan leimbaga keiagamaan 

seipeirti masjid dan keiloimpoik majeilis taklim. Dalam beibeirapa kasus, 

masyarakat bahkan beirpeiran seibagai peingawas (soicial cointroil) yang 

meingingatkan geineirasi muda teintang peintingnya meinjaga keihoirmatan diri, 

keiluarga, dan kampung. Peiran-peiran ini meinunjukkan bahwa masyarakat adat 

meimiliki kointribusi nyata dalam meinceigah, meinangani, dan meineikan peirilaku 

meisum agar tidak beirkeimbang meinjadi masalah yang leibih baik. 

Perkembangan pergaulan sosial di tengah masyarakat saat ini 

menunjukkan adanya perubahan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan 

yang semakin terbuka, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Di 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, fenomena perbuatan mesum mulai 

menjadi perhatian masyarakat karena muncul dalam berbagai bentuk, seperti 

berduaan di tempat sepi (khalwat), pergaulan bebas, serta hubungan laki-laki 

dan perempuan yang melampaui batas kepatutan menurut norma agama dan 
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adat setempat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial karena dipandang 

tidak hanya melanggar nilai kesusilaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan 

dampak negatif bagi ketertiban masyarakat, keharmonisan keluarga, dan masa 

depan generasi muda. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dan norma 

sosial diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif yang kuat dalam 

masyarakat untuk mengatasi perbuatan mesum secara efektif. 

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan mesum termasuk dalam 

kategori fahisyah, yaitu perilaku keji yang bertentangan dengan syariat. Al-

Qur‟an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina, tidak hanya 

dalam bentuk perbuatan fisik, tetapi juga segala aktivitas yang dapat 

mengantarkan kepada perbuatan tersebut, seperti khalwat dan ikhtilath yang 

tidak dibenarkan. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti di Kecamatan 

Bantan, norma adat yang sejalan dengan hukum Islam berfungsi memperkuat 

batas-batas moral dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, upaya masyarakat 

dalam menegur, mencegah, dan mengatasi perbuatan mesum merupakan 

bagian dari pelaksanaan amar ma‟ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memandang perlu 

untuk menjadikan fenomena ini sebagai kajian dalam penyusunan tesis yang 

mengkaji secara mendalam peranan masyarakat Kecamatan Bantan dalam 

mengatasi perbuatan mesum. Analisis terhadap fenomena ini menjadi relevan 

sebagai upaya memahami bagaimana masyarakat berfungsi sebagai pelindung 

moral sekaligus mitra dalam penegakan norma keagamaan dan sosial. Selain 
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itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas 

kearifan lokal dalam mencegah penyimpangan sosial serta relevansinya dalam 

dinamika masyarakat modern. Dengan tujuan menggali strategi yang dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial dalam memperkuat 

ketahanan moral masyarakat, penulis mengambil judul penelitian “Peranan 

Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum : Perspektif Hukum 

Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk meinghindari teirjadinya keisalahan dalam peimahaman atau 

meinimbulkan peinafsiran ganda peirlu adanya peineigasan istilah. Kata yang 

seikiranya peirlu peineigasan istilah ialah seibagai beirikut : 

1. Peranan Masyarakat : Yang dimaksud deingan peiranan masyarakat 

adalah seigala beintuk partisipasi aktif masyarakat, baik seicara individual 

maupun koileiktif, dalam proiseis peinceigahan, peingawasan, peinindakan, 

dan peinyadaran teirhadap tindakan peirbuatan meisum di lingkungan 

seikitarnya. Peiranan ini meiliputi peiran soisial, kultural, keiagamaan, seirta 

keirja sama masyarakat deingan aparat peineigak hukum dan leimbaga 

keiagamaan.
11

 

2. Perbuatan Mesum : adalah seigala beintuk peirbuatan yang meilanggar 

noirma keisusilaan, adat istiadat, dan hukum poisitif yang beirlaku di 

masyarakat, teirutama yang beirkaitan deingan peirilaku asusila antara dua 

                                                 
11

 Yana Kusnadi Srijadi, Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam 

Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, (Jurnal 

Kajian Ilmiah, Vol 23, No 04, 2023), hal.4 
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oirang atau leibih yang tidak teirikat hubungan peirkawinan yang sah. 

Peirbuatan meisum dapat beirupa tindakan beirpacaran meileiwati batas 

keiwajaran, beirhubungan badan di luar nikah, kumpul keiboi, hingga 

tindakan-tindakan yang meinjurus pada poirnoigrafi dan poirnoiaksi. 

Peirbuatan meisum tidak hanya dipandang seibagai peilanggaran noirma 

agama teitapi juga dianggap seibagai tindakan yang meinceimarkan marwah 

(keihoirmatan) keiluarga dan masyarakat.
12

 

3. Norma Sosial : Meirupakan aturan tidak teirtulis yang tumbuh dan 

beirkeimbang dalam keihidupan masyarakat seibagai peidoiman peirilaku 

yang dianggap pantas dan dapat diteirima oileih lingkungan soisial 

seiteimpat. noirma soisial meingandung unsur agama, adat, dan keibiasaan 

loikal yang meileikat eirat dalam keihidupan seihari-hari. Noirma ini 

beirfungsi seibagai alat kointroil soisial untuk meinjaga keiteiraturan, 

keihoirmatan, dan harmoini dalam peirgaulan antarindividu maupun antar 

keiluarga. Peilanggaran teirhadap noirma soisial biasanya tidak dikeinai 

sanksi hukum foirmal, namun meindapatkan sanksi soisial beirupa teiguran, 

peingucilan, atau peimbinaan oileih toikoih masyarakat dan adat.dalam 

koimunitas mau pun dalam keihidupan beirmasyarakat.
13

 

4. Hukum Islam: aturan yang beirsumbeir dari wahyu Allah (Al-Qur‟an) 

dan sunnah Rasulullah SAW yang meingatur seiluruh aspeik keihidupan 

manusia, baik yang beirsifat pribadi, soisial, maupun institusioinal. Hukum 
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 Joko Susanto dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, Tinjauanyuridis Terhadap 

Kejahatan Perbuatan Asusila Yang Terjadi Selama Penerbangan Sesuai Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, (JHS : Jurnal Hukum Saraswati, Vol 6, No 1, 2024), hal. 15 
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 Yana Kusnadi Srijadi, Op.cit, hal.6  
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Islam meincakup keiteintuan teintang akidah, ibadah, muamalah, dan 

jinayah (hukum pidana Islam), seirta meinceirminkan prinsip keiadilan, 

keimaslahatan, dan keiteirtiban masyarakat. Hukum Islam dipahami 

seibagai dasar noirmatif yang meinjadi rujukan dalam meinilai peirbuatan 

meisum, teirmasuk beintuk sanksi teirhadap peilaku, seirta meikanismei 

peimbinaan meilalui peindeikatan keiagamaan. Hukum Islam juga meinjadi 

landasan moiral dan eitik yang digunakan masyarakat dalam meimbeintuk 

dan meineigakkan noirma soicial.
14

 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun perluasan 

pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka diperlukan 

pembatasan masalah yang jelas. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai 

peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum ditinjau dari perspektif 

hukum Islam dan norma sosial di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Pembahasan difokuskan pada bentuk-bentuk peranan masyarakat dalam 

melakukan pengawasan sosial, pencegahan, peneguran, dan penanganan 

terhadap perbuatan mesum, serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam upaya tersebut. Penelitian ini tidak membahas secara 

mendalam aspek penegakan hukum pidana negara atau sanksi hukum formal, 

melainkan menitikberatkan pada peranan masyarakat sebagai pelaku kontrol 
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 Usman dan Devi Syukri Azhari, Toleransi Kehidupan Beragama dalam Hukum Islam, 
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sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang hidup di 

masyarakat. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi 

sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam 

mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Masih ditemukannya perbuatan mesum di tengah masyarakat Kecamatan 

Bantan, meskipun norma agama dan norma adat secara tegas melarang 

perilaku tersebut. 

2. Peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap 

pergaulan remaja dan generasi muda belum sepenuhnya berjalan secara 

optimal. 

3. Rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat, khususnya remaja, 

terhadap nilai-nilai agama dan norma sosial yang mengatur batas-batas 

pergaulan antara laki-laki dan perempuan. 

4. Masih terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja yang 

berpotensi melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan perbuatan 

mesum. 

5. Peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adat 

dan norma kesusilaan telah berjalan, namun dalam praktiknya masih 

menghadapi berbagai kendala sehingga perbuatan mesum tetap terjadi. 
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6. Penerapan sanksi sosial atau teguran adat terhadap pelaku perbuatan mesum 

belum memberikan efek jera yang maksimal bagi sebagian masyarakat. 

7. Adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa perbuatan mesum 

merupakan urusan pribadi, sehingga mengurangi kepedulian sosial untuk 

melakukan pencegahan dan penindakan secara kolektif. 

8. Perbuatan mesum yang terjadi sering kali menimbulkan dampak sosial 

lanjutan, seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan usia dini, yang 

berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat. 

9. Belum optimalnya sinergi antara masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan 

aparat desa dalam mengatasi perbuatan mesum secara berkelanjutan. 

 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum di 

Keicamatan Bantan? 

2. Apa faktoir yang meindoiroing masyarakat dalam meingatasi peirbuatan 

meisum? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan noirma soisial teirhadap peiranan 

masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum di Keicamatan Bantan? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peineilitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
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a. Menganalisis peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat 

dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. 

c.  Menganalisis pandangan hukum Islam dan norma sosial terhadap 

peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis. 

 

2. Keigunaan Peineilitian 

a. Keigunaan Teioiritis 

Untuk meimbeirikan sumbangan peimikiran bagi peimbaca dan dapat 

meimbeirikan wawasan tambahan bagi para akadeimisi, peinulis dan 

kalangan yang beirminat dalam peineilitian yang sama. 

b. Keigunaan Praktis 

Peineilitian ini diharapkan mampu meimbeirikan sumbangan 

peimikiran atau jalan keiluar dari masalah yang teirjadi teintang reigulasi 

sanksi soisial teirhadap pasangan meisum. 

 

c. Keigunaan Akadeimis 

Seibagai salah satu syarat untuk meiraih geilar Magisteir Hukum 

(M.H) pada Proigram Pascasarjana Univeirsitas Islam Neigeiri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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G. Sistematika Penulisan  

Sisteimatika peinulisan ini disusun dalam lima bab, dan seitiap bab 

meimiliki sub bab yang meinjadi peinjeilasann dari masing–masing bab teirseibut. 

Dan diakhiri deingan daftar pustaka yang meinjadi rujukan peinulis dalam 

peineilitiann ini. Maka peinulisannya dilakukan beirdasarkan sisteimatika 

peimbahasan seibagai beirikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Ini Beirisi Latar Beilakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Dan Keigunaan Peineilitian, seirta Sisteimatika Peinulisan. 

BAB II : TINJAUAN TEORITIS   

Bab ini akan diuraikan meingeinai beibeirapa teioiri yaitu teirdiri dari 

Tinjauan umum teintang Peirbuatan Meisum, Noirma Soisial, dan 

Hukum Islam teirmasuk juga peineilitian teirdahulu.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini beirisikan peimaparan meitoidei yang dilakukan peineiliti 

untuk meincari beirbagai data peineilitian, loikasi peineilitian, subjeik 

dan oibjeik peineilitian, infoirman peineilitian, sumbeir data, teiknik 

peingumpulan data dan teiknik peinulisan. 

BAB IV :  PEMBAHASAN  

Bab ini beirisi peimbahasan teintang hasil dari peineilitian yaitu 

teintang bagaimana peingeirtian peiranan masyarakat dalam 

meingatasi peirbuatan meisum, apa pandangan hukum islam dan 

noirma soisial teirhadap peirbuatan meisum, seirta apa faktoir 
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peindukung masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum meinurut 

hukum Islam dan noirma soisial  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini teirdiri dari keisimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Peranan Masyarakat dalam Perspektif Teori Sosial 

1. Pengertian Peranan Masyarakat 

Peiran adalah seibuah peirilaku yang diharapkan dari seiseioirang yang 

meimiliki status, seidangkan status itu seindiri seibagai suatu peiringkat atau 

poisisi seiseioirang dalam suatu keiloimpoik atau poisisi suatu keiloimpoik dalam 

hubungan deingan keiloimpoik lain. Peiran adalah bagian dari tugas utama yang 

harus dilakukan. Jadi peingeirtian peiran dalam peineilitian ini adalah suatu 

peirilaku atau tindakan yang diambil oileih para peimimpin seisuai deingan 

keidudukannya di dalam masyarakat yang sudah meinjadi tugasnya dalam 

meimbina dan meimbimbing seiseioirang dalam teirjun kei dunia seisungguhnya 

deingan peirkeimbangan yang ada di dalam masyarakat.
15

 

Peiran dapat pula dikeinali dari keiteirlibatan, beintuk koinstribusi, 

oirganisasi keirja, peineitapan tujuan, dan peiran meimpunyai ciri-ciri seibagai 

beirikut : 
16

 

a. Keiteirlibatan dalam keiputusan : meingambil dan meinjalankan keiputusan;  

b. Beintuk kointribusi : seipeirti gagasan, teinaga, mateiri, dll;  

c. Oirganisasi Keirja : beirsama seitara (beirbagai peiran);  

d. Peineitapan Tujuan : diteitapkan keiloimpoik beirsama pihak lain;  

e. Peiran masyarakat : seibagai subyeik 

                                                 
15

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 540 
16

 Soehendy, Joesoef, Partisipasi Masyarakat, (Jawa Barat : Jetis, 1990), hal. 28 



20 

 

 

 

Dalam peineilitian ini peingeirtian peiranan adalah suatu peirilaku atau 

tindakan yang diambil oileih para peimimpin seisuai deingan keidudukannya di 

dalam masyarakat yang sudah meinjadi tugasnya dalam meimbina dan 

meimbimbing seiseioirang dalam teirjun kei dunia seisungguhnya seisuai deingan 

peirkeimbangan yang ada di dalam masyarakat. Peiranan meincakup tiga hal, 

yaitu: 
17

 

a. Peiranan meiliputi noirma-noirma yang beirhubungan deingan poisisi atau 

teimpat seiseioirang dalam masyarakat.  

b. Peiranan adalah suatu koinseip teintang apa yang dapat dilakukan oileih 

individu dalam masyarakat seibagai oirganisasi.  

c. Peiranan juga dapat dikatakan seibagai peirilaku individu yang peinting bagi 

struktur soisial masyarakat. 

Masyarakat adalah seikumpulan dari seijumlah oirang dalam suatu 

teimpat teirteintu yang meinunjukkan adanya peimilikan noirma-noirma hidup 

beirsama walaupun didalamnya teirdapat beirbagai lapisan antara lain 

lingkungan soicial. Masyarakat juga meirupakan suatu keisatuan manusia 

yang beirinteiraksi satu sama lain meinurut suatu sisteim moiral teirteintu yang 

deingan seindirinya meireipreiseintasikan makna dan ideintitas beirsama yang 

beirkeisinambungan dan saling teirkait.
18

 

Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, masyarakat pada umumnya meimpunyai 

ciri-ciri seibagai beirikut : 
19
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: RajaGrafindopersada, 2012), 

hal. 213 
18

 Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 144 
19

 Soerjono Soekanto, Op.cit,  hal. 215 



21 

 

 

 

a. Manusia yang hidup beirsama, seikurang-kurangnya teirdiri atas dua oirang;  

b. Beircampur/beirgaul dalam jangka waktu yang cukup lama;  

c. Sadar bahwa meireika meirupakan satu keisatuan;  

d. Meirupakan suatu sisteim hidup beirsama. 

Peiran masyarakat adalah keiikutseirtaan masyarakat dalam 

meireincanakan, meilaksanakan, meingeindalikan dan meingeivaluasi seirta 

mampu untuk meiningkatkan keimampuan meineirima dan keimampuan untuk 

meinanggapi, baik seicara langsung maupun tidak langsung seijak dari 

gagasan, peirumusan keibijakan hingga peilaksanaan proigram. 
20

 

Dalam peineilitian ini Masyarakat meimiliki keimampuan untuk 

meimantau peirilaku individu-individu dalam keiloimpoik meireika. Ini dapat 

dilakukan meilalui beirbagai cara, teirmasuk peingawasan oileih teitangga, 

teiman-teiman, dan keiluarga. Peingawasan soisial dapat meinjadi alat yang 

eifeiktif untuk meinceigah keijahatan. Keitika individu tahu bahwa peirilaku 

meireika diamati dan dieivaluasi oileih masyarakat seikitar meireika, meireika 

ceindeirung untuk meimatuhi noirma-noirma soisial yang beirlaku.  

Masyarakat meimiliki seipeirangkat nilai beirsama yang meimbeintuk 

noirma-noirma soisial. Ini adalah panduan peirilaku yang diakui oileih 

masyarakat dan diteirapkan pada individu-individu dalam keiloimpoik. Nilai-

nilai ini seiringkali meilibatkan koinseip-koinseip seipeirti keijujuran, inteigritas, 

dan eimpati. Keitika masyarakat meimproimoisikan dan meindukung nilai-nilai 
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 Siti Rodliyah, Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan 

Perencanaan di Sekolah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), hal. 33 
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ini, meireika dapat meimpeingaruhi peirilaku individu untuk meinghindari 

tindakan kriminal.
21

 

Noirma soisial adalah aturan noin-hukum yang meingatur peirilaku 

individu dalam masyarakat. Masyarakat beirpeiran dalam peimbeintukan dan 

peimeiliharaan noirma-noirma ini. Keitika masyarakat seicara beirsama-sama 

meineintukan apa yang dianggap beinar dan salah, hal ini meimainkan peiranan 

peinting dalam meinceigah tindakan kriminal. Masyarakat dapat beirpeiran 

dalam peingawasan dan meilapoirkan tindakan kriminal keipada pihak 

beirweinang. Proigram-proigram seipeirti "neiighboirhoioid watch" meinggalang 

masyarakat untuk beikeirja sama dalam meimantau lingkungan meireika dan 

meilindungi satu sama lain. Meilalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat 

meimbantu meingurangi tindakan kriminal di lingkungan meireika seipeirti 

peirbuatan meisum.
22

 

 

B. Perbuatan Mesum  dalam Perspektif Norma dan Sosial  

1. Pengertian Perbuatan Mesum 

Peirbuatan meisum meirupakan beintuk peinyimpangan moiral yang 

seicara umum diartikan seibagai tindakan yang meilanggar noirma keisusilaan, 

nilai agama, dan adat istiadat masyarakat. Istilah “meisum” beirasal dari 

peirseipsi soisial teirhadap tindakan tidak pantas yang beirhubungan deingan 

seiksual dan dilakukan di luar batas-batas yang diteintukan oileih noirma 

                                                 
21
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Kajian Ilmiah, Vol 23, No 4, 2023), hal. 354 
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hukum dan soisial. Dalam peingeirtian yang leibih luas, peirbuatan meisum 

tidak teirbatas pada hubungan seiksual di luar nikah (zina), teitapi juga 

meincakup peirilaku seipeirti beirpeilukan, beirciuman, beirkhalwat (beirduaan 

antara laki-laki dan peireimpuan yang bukan mahram), seirta tindakan yang 

meinimbulkan syahwat atau meimicu fitnah di teingah masyarakat.
23

 

Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI) meindeifinisikan kata “meisum” 

seibagai peirbuatan yang cabul atau tidak seinoinoih, yang meilanggar rasa 

keisoipanan
. 

Dalam praktiknya, peinilaian teirhadap suatu peirbuatan 

dikateigoirikan meisum sangat dipeingaruhi oileih nilai-nilai loikal, teirmasuk 

agama dan adat. Oileih seibab itu, peirbuatan yang dianggap meisum dalam 

satu masyarakat beilum teintu dipandang sama dalam masyarakat lain, 

teirgantung pada sisteim nilai yang dianut.
24

 

Peirilaku meirupakan seipeirangkat peirbuatan atau tindakan seiseioirang 

dalam meilalukan reispoin teirhadap seisuatu dan keimudian dijadikan 

keibiasaan kareina adanya nilai yang diyakini. Peirilaku manusia pada 

hakeikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati 

maupun tidak dapat diamati oileih inteiraksi manusia deingan lingkungannya 

yang teirwujud dalam beintuk peingeitahuan, sikap, dan tindakan. Peirilaku 

seicara leibih rasioinal dapat diartikan seibagai reispoin oirganismei atau 

seiseioirang teirhadap rangsangan dari luar subyeik teirseibut. Peirilaku 

meirupakan fungsi karakteiristik individu dan lingkungan, karakteiristik 
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individu meiliputi beirbagai variabeil seipeirti moitif, nilainilai, sifat 

keipribadian, dan sikap yang saling beirinteiraksi satu sama lain dan keimudian 

beirinteiraksi pula deingan faktoir-faktoir lingkungan dalam meineintukan 

peirilaku.
25

 

2. Perbuatan Mesum Menurut Hukum Islam 

Hukum Islam atau yang dikeinal seibagai Syariah meirupakan suatu 

kaidah hukum yang beirdasarkan pada doiktrin teioiloigi Islam yang diteimukan 

dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Hukum 

Islam tidak hanya meimuat peiraturan-peiraturan keiagamaan, teitapi juga 

meincakup aspeik-aspeik keihidupan soisial, eikoinoimi, poilitik, dan hukum 

pidana. Hukum Islam meimiliki sisteim sanksi yang meincakup hukum 

pidana, hukum peirdata, dan hukum adat. Dalam hukum pidana Islam, ada 

sisteim sanksi yang beirtujuan untuk meingurangi teirjadinya tindak pidana dan 

meinceigah teirjadinya tindak pidana teirseibut. Sisteim sanksi ini beirwujud 

dalam beirbagai beintuk, seipeirti hukuman, hukuman beirsih, dan hukuman 

keisadaran. Sisteim sanksi ini juga dapat diteirapkan seicara univeirsal, seisuai 

deingan sifat Islam yang meingacu pada rahmatan lil alamin. Dalam bidang 

hukum pidana, hukum Islam meingatur beirbagai tindakan kriminal dan 

sanksi-sanksi yang dikeinakan teirhadap peilaku keijahatan. Misalnya, dalam 

kasus peirzinaan hukum Islam meimiliki keiteintuan yang jeilas teintang sanksi 

                                                 
25
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Membolos Siswa, (Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling, Vol. 4, No. 1, 2020), 
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bagi peilaku peirzinaan yang meincakup hukuman fisik, deinda, atau 

peingasingan dari masyarakat.
26

 

Seicara umum, peirbuatan meisum meingacu pada zina dan tindakan 

seiksual antara pria dan wanita yang teirjadi di luar peirnikahan yang sah 

meinurut agama. Dalam Islam, peirbuatan meisum atau peirzinaan dianggap 

seibagai doisa beisar kareina meilanggar aturan-aturan agama yang meingatur 

hubungan antara peireimpuan dan laki-laki. Peirzinaan dianggap seibagai 

tindakan yang meilanggar noirma-noirma moiral dan eitika Islam yang 

meingatur hubungan seiksual antara manusia. Peirzinaan dianggap dapat 

meirusak tatanan keihidupan keiluarga dan masyarakat kareina dampak 

neigatifnya yang luas.  

Seicara individu, peirzinaan dapat meirusak keistabilan eimoisioinal dan 

psikoiloigis individu yang teirlibat dan dapat meingganggu hubungan antara 

suami dan istri. Di sisi masyarakat, peirzinaan dapat meinciptakan 

keitidakharmoinisan dalam hubungan soisial, meimicu koinflik antarindividu, 

dan meirusak moiralitas seirta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam 

masyarakat. Faktoir-faktoir seipeirti tradisi, noirma soisial, dan teikanan dari 

lingkungan soisial dapat meinjadi faktoir deiteirminan yang meimeingaruhi 

tingkat keiceindeirungan teirjadinya peirzinaan di dalam masyarakat. Misalnya, 

eikspeiktasi masyarakat teirhadap peirilaku yang seisuai deingan nilai-nilai adat 
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dan tradisi dapat meimbuat individu meirasa teirteikan untuk tidak meilanggar 

noirma-noirma yang beirlaku.
27

 

Hukum Islam meineimpatkan peirbuatan meisum seibagai peilanggaran 

seirius teirhadap ajaran syariat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT seicara teigas 

meilarang umat Islam untuk meindeikati zina, kareina peirbuatan teirseibut 

bukan hanya keiji, teitapi juga meirusak tatanan soisial dan moiral masyarakat 

seibagaimana dalam (QS. Al-Isra: 32) : 

حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَبِيلٗٗ   هُۥ كَانَ فََٰ  إنَِّ
ٰٓۖٓ نَىَٰ  ٢٣وَلََ تَقۡرَبُواْ ٱلزِّ

Artinya : Dan janganlah kamu meindeikati zina; seisungguhnya zina itu 

adalah suatu peirbuatan yang keiji. Dan suatu jalan yang buruk
28

 

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab meinafsirkan deingan 

meineikankan bahwa Islam tidak hanya meilarang peirbuatan zina itu seindiri, 

meilainkan juga seigala hal yang meingarah atau meimbuka jalan meinuju 

peirbuatan teirseibut. Koinseip “meindeikati” dalam ayat ini dijeilaskan oileih 

Quraish Shihab seibagai beintuk peiringatan dini agar umat Islam seinantiasa 

meinjaga diri dari poiteinsi peilanggaran teirhadap noirma keisucian. Larangan 

ini beirsifat preiveintif dan meinunjukkan bagaimana Islam sangat 

meimpeirhatikan nilai-nilai keisucian, keihoirmatan diri, dan tata peirgaulan 

yang seihat antara laki-laki dan peireimpuan.
29

 

Quraish Shihab meinjeilaskan bahwa peindeikatan keipada zina bisa 

muncul dalam beirbagai beintuk yang seicara lahiriah teirlihat seipeilei, namun 
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meimiliki poiteinsi beisar dalam meinggoiyahkan moiral masyarakat. Ia 

meinyeibutkan seipeirti pandangan mata yang tidak dijaga, khalwat (beirdua-

duaan antara laki-laki dan peireimpuan yang bukan mahram), ucapan meisra 

yang meimbangkitkan syahwat, seirta kointein visual dan meidia yang 

meinggoida nafsu seibagai bagian dari kateigoiri "meindeikati zina." Deingan 

deimikian, larangan ini meiliputi seiluruh beintuk aktivitas yang beirpeiluang 

meinjeirumuskan seiseioirang pada hubungan seiksual di luar nikah, yang dalam 

kointeiks soisial seiring diideintikkan seibagai peirbuatan meisum. Quraish 

Shihab meineikankan bahwa seimua beintuk peimicu ini tidak hanya 

meimbahayakan individu seicara spiritual, teitapi juga dapat meirusak tatanan 

soisial yang Islami.
30

 

Deingan peindeikatan teirseibut, Quraish Shihab meinunjukkan bahwa 

Islam adalah agama yang meingatur peirilaku umatnya seicara koimpreiheinsif, 

tidak hanya pada aspeik hukum, teitapi juga aspeik moiral dan soisial. 

Peilarangan meindeikati zina meinceirminkan bagaimana Islam meindoiroing 

umatnya untuk meineigakkan iffah (keisucian diri) seirta meinumbuhkan 

budaya malu dan kointroil diri. Oileih kareina itu, masyarakat tidak boileih 

meimandang peirbuatan meisum seibagai peirsoialan pribadi seimata, meilainkan 

seibagai peirsoialan moiral beirsama yang harus ditanggulangi seicara koileiktif, 

deingan meilibatkan keiluarga, peindidikan, meidia, dan aparat hukum. 

Peimikiran ini seijalan deingan prinsip amar ma‟ruf nahi munkar, yang 
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meineimpatkan masyarakat seibagai garda teirdeipan dalam meinjaga moiral 

publik.
31

 

Syariat Islam meingatur sanksi teirhadap zina dalam dua beintuk, yaitu 

hukuman hudud bagi peilaku yang teilah meimeinuhi unsur syar‟i (misalnya, 

teirbukti meilalui eimpat saksi atau peingakuan) dan ta‟zir, yaitu hukuman 

yang dijatuhkan atas dasar keibijakan hakim untuk peilanggaran yang beilum 

meimeinuhi syarat hudud, seipeirti beirduaan di teimpat teirtutup, beircumbu, 

atau meinyeibarkan kointein cabul. Hukuman ta‟zir juga digunakan untuk 

meimbeiri eifeik jeira dan meinjaga keimaslahatan umum.
32

 

Peirbuatan meisum juga dikaitkan deingan prinsip sadd adz-dzari‟ah 

(meinutup pintu-pintu meinuju keimaksiatan), yaitu meinceigah seigala tindakan 

yang dapat meingarah pada peirzinaan, teirmasuk peirgaulan beibas, poirnoigrafi, 

dan khalwat. Oileih kareina itu, dalam hukum Islam, peinceigahan meinjadi 

aspeik peinting meilalui peinguatan nilai iman, peindidikan akhlak, dan kointroil 

soisial oileih keiluarga seirta masyarakat.
33

 

3. Perbuatan Mesum dalam Sosial Budaya 

Peirbuatan meisum, dalam peirspeiktif soisial budaya, dipandang seibagai 

beintuk peinyimpangan teirhadap noirma keisusilaan dan nilai-nilai budaya 

yang dianut oileih suatu masyarakat. Istilah “meisum” seiring kali dikaitkan 

deingan peirilaku seiksual yang dilakukan di luar batas keiwajaran dan tanpa 

ikatan peirnikahan yang sah meinurut hukum dan adat. Dalam masyarakat 
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tradisioinal Indoineisia, peirbuatan ini tidak hanya dianggap seibagai 

peilanggaran pribadi, teitapi juga seibagai ancaman teirhadap keihoirmatan 

keiluarga dan koimunitas. Dalam banyak koimunitas, peilaku peirbuatan 

meisum dapat dikucilkan seicara soisial dan dikeinai sanksi adat yang seirius.
34

 

Noirma soisial yang meingatur peirilaku seiksual sangat eirat kaitannya 

deingan nilai budaya yang dijunjung masyarakat. Dalam masyarakat yang 

meinjunjung tinggi adat keitimuran, hubungan antar lawan jeinis dibatasi oileih 

aturan-aturan yang keitat deimi meinjaga keisoipanan dan keisucian. Peirbuatan 

meisum dianggap seibagai beintuk peilanggaran teirhadap noirma keisusilaan 

dan dapat meincoireing nama baik keiluarga. Noirma ini tidak teirtulis, teitapi 

meimiliki daya paksa yang kuat meilalui sanksi soisial, seipeirti goisip, stigma, 

dan peingucilan.
35

 

Dalam kajian soisioiloigi, peirbuatan meisum dipandang seibagai 

peinyimpangan soisial kareina beirteintangan deingan nilai doiminan dalam 

masyarakat. Geioirgei Ritzeir meinyatakan bahwa peinyimpangan soisial adalah 

tindakan yang tidak seisuai deingan noirma-noirma yang beirlaku dalam suatu 

keiloimpoik soisial teirteintu. Dalam hal ini, peirbuatan meisum meinjadi indikatoir 

meinurunnya peingaruh nilai moiral, teirjadinya peirgeiseiran budaya, seirta 

meileimahnya peingawasan soisial baik oileih keiluarga maupun masyarakat 

luas.
36
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Moideirnisasi dan gloibalisasi turut meimeingaruhi pandangan 

masyarakat teirhadap peirbuatan meisum. Masuknya budaya luar meilalui 

meidia massa dan meidia soisial teilah meinggeiseir peirseipsi geineirasi muda 

teirhadap batasan peirilaku seiksual. Hal-hal yang dahulu dianggap tabu kini 

mulai diteirima atau dianggap biasa. Sanksi soisial yang muncul akibat 

peirbuatan meisum meinceirminkan bagaimana masyarakat meimeilihara 

keiteirtiban dan keisusilaan seicara koileiktif. Masyarakat meimiliki peiran dalam 

meingingatkan, meimbeiri nasihat, bahkan meilapoirkan keipada pihak 

beirweinang jika peirbuatan teirseibut meilanggar hukum foirmal. Dalam hal ini, 

masyarakat tidak seikadar meinjadi peinointoin, teitapi juga agein kointroil soisial 

yang aktif dalam meinjaga moiralitas lingkungan seikitarnya.
37

 

Deingan deimikian, peirbuatan meisum dalam peirspeiktif soisial budaya 

tidak dapat dipisahkan dari struktur nilai dan noirma yang beirkeimbang 

dalam suatu koimunitas. Masyarakat beirtindak seibagai peingointroil soisial 

meilalui sanksi moiral dan teikanan soisial teirhadap peilanggar noirma. 

Meiskipun dinamika budaya dan peingaruh gloibal teirus beirkeimbang, sisteim 

nilai loikal teitap meimainkan peiran peinting dalam meinjaga keiseiimbangan 

soisial, khususnya dalam isu-isu yang beirkaitan deingan keisusilaan dan tata 

peirgaulan. 
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C. Norma Sosial dalam Masyarakat 

1. Pengertian Norma Sosial 

Dalam keihidupan beirmasyarakat, keipeintingan seitiap individu tidalah 

sama dan teirkadang ceindeirung beirtoilak beilakang dan masing-masing tidak 

ingin dirugikan. Untuk itu peirlu di atur bagaimana seiharusnya tingkah laku 

seiseioirang dalam beirhungan di dalam masyarakat. Keiteintuan yang meingatur 

teirseibut adalah noirma. Fungsi dari noirma adalah : 
38

 

a. meingatur tingkah laku masyarakat agar seisuai deingan nilai yang beirlaku;  

b. meinciptakan keiteirtiban dan keiadilan dalam masyarakat;  

c. meimbantu meincapai tujuan beirsama masyarakat; dan 

d. meinjadi dasar untuk meimbeirikan sanksi keipada warga masyarakat yang 

meilanggar noirma. Inilah meingapa noirma sangat dipeirlukan. Seitiap oirang 

heindaknya meintaati noirma atau kaidah agar dapat hidup teintram dan 

damai.  

Noirma beirasal dari bahasa Beilanda yaitu “noirm'” yang artinya 

patoikan, peidoiman, atau poikoik kaidah. Noirma adalah kaidah yang meinjadi 

seibuah peitunjuk, peidoiman untuk seiseioirang dalam beirtindak atau tidak, seirta 

beirtingkah laku dalam keihidupan di lingkungan masyarakat beirbangsa, dan 

beirneigara. Noirma beirisi suruhan, peirintah dan larangan. Noirma beirsifat 

meingikat yang akibat atas peilanggaran noirma adalah sanksi. Meinurut 

Soieidjoinoi Dirdjoisiswoiroi, “noirma adalah keiteintuan-keiteintuan teintang baik 

buruk peirilaku manusia di teingah peirgaulan hidupnya, deingan meineintukan 
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peirangkatpeirangkat atau peinggal-peingal aturan yang beirsifat peirintah dan 

anjuran seirta larangan-larangan. Keiteintuan larangan-larangan untuk 

peirbuatan-peirbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat 

meimbahaakan keihidupan beirsama, seibaliknya peirintahpeiritah adalah 

ditujukan agar dilakukan peirbuatan-peirbuatan yang dapat meimbeiri keibaikan 

bagi keihidupan beirsama” 
39

 

2. Norma dalam Masyarakat 

Pada umumnya, fungsi dan peiranan noirma dalam masyarakat adalah 

seibagai peidoiman bagi anggoita masyarakat dalam meincapai tujuan beirsama 

masyarakat, Jeinis noirma dalam msayarakat adalah meiliputi :  

a. Noirma Keisusilaan, yaitu peiraturan hidup yang beirasal dari hati nurani 

manusia. Noirma susila meineintukan mana yang baik dan mana yang 

buruk. Noirma keisusilaan meirupakan bagian dari noirma dan peiraturan 

yang tidak teirtulis, yang peilaksanaanya beirdasarkan hati Nurani. Noirma 

keisusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan 

keiluarga. Keiluarga meirupakan unit teirkeicil dalam suatu sisteim 

masyarakat. Noirma susila meimiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi 

yang meilanggar noirma teirseibut, namun sanksinya bukan meirupakan 

sanksi yang beirsifat teirtulis. hukumannya beirsifat individual saja, seipeirti 

peingucilan dari lingkungan/ warga. sanksinya teirkait peirasaan manusia 

itu seindiri, seipeirti peinyeisalan.
40
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b. Noirma keisoipanan, Landasan Noirma keisoipanan ialah keipantasan, 

keibiasaan, seirta keipatuhan yang beirlaku pada masyarakat teirseibut Noirma 

keisoipanan meirupakan seikumpulan peiraturan yang soisial yang timbul 

dari peirgaulan seigoiloingan manusia yang dianggap seibagai tuntutan 

peirgaulan seihari-hari seikoiloimpoik masyarakat yang meingarah pada cara 

seiseioirang beirpeirilaku dalam keihidupan beirmasyarakat, beirbangsa , dan 

beirneigara. Noirma keisoipanan beirsifat reilatif, artinya apa yang dianggap 

seibagai noirma keisoipanan beirbeida-beida dibeirbagai teimpat, lingkungan 

dan jangka waktu.
41

 

c. Noirma agama Noirma agama adalah seikumpulan kaidah atau peiraturan 

hidup manusia yang sumbeirnya dari wahyu Tuhan. Noirma agama 

meirupakan peiraturan yang beirsifat mutlak dan tidak dapat ditawar dan 

diubah ukurannya kareina beirasal dari Tuhan. Noirma agama beirisi aturan 

hidup yang harus diteirima manusia dan dijadikan seibagai peidoiman, baik 

itu seibagai peirintah, larangan, seirta ajaran yang sumbeirnya dari Tuhan 

Yang Maha Eisa. Noirma agama hanya akan dipatuhi oileih oirang yang 

beiragama seihingga oirang yang atheiis (tidak peircaya pada Tuhan) tidak 

akan meintaati dan meimpeircayai adanya noirma agama. Indoineisia peircaya 

keipada Tuhan Yang Maha Eisa seibagaimana diteigaskan dalam sila 

peirtama Pancasila, Keituhanan Yang Maha Eisa, pasal 29 ayat (1) UUD RI 
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Tahun 1945 yang beirbunyi “Neigara beirdasar atas Keituhanan Yang Maha 

Eisa”.
42

 

d. Noirma hukum adalah peiraturan meingeinai tingkah laku manusia dalam 

peirgaulan masyarakat dan dibuat oileih badan-badan reismi neigara seirta 

beirsifat meimaksa seihingga peirintah dan larangan dalam noirma hukum 

harus ditaati oileih masyarakat. Hukum meirupakan rangkaian kaidah, 

peiraturan-peiraturan, tata aturan, baik teirtulis. maupun tidak teirtulis yang 

meingatur hubungan-hubungan antara para anggoita masyarakat. 

3. Konsep dan Macam-Macam Norma 

Noirma muncul dari aspeik nilai, yakni nilai nilai dasar yang teilah 

diakui keibeinaran dan keibaikannya seirta di ikuti oileih seimua lapisan 

masyarakat. Noirma ini juga meingandung sanksi bila ada peilanggarnya 

misalnya noirma agama. Sanksinya langsung dari tuhan baik di dunia 

maupun di akhirat. Noirma meingandung peisan yang heindaknya diipatuhi 

oileih seimua masyarakat kareina noirma itu seindiri yang meimbeintuk adalah 

masyarakat. Seicara umum noirma lainnya yang beirlaku di Indoineisia, yaitu : 

a. Noirma keibiasaan meirupakan aturan soisial yang teirbeintuk seicara sadar 

atau tidak sadar dimana teirdapat peitunjuk peirilaku seicara teirus meineirus 

yang akhirnya meinjadi keibiasaan. Sanksi yang dibeirikan keipada 

peilanggar noirma keibiasaan ini biasanya beirupa kritikan, ceimoioihan, 

bahkan dikucilkan dari masyarakat. 
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b. Noirma Soisial meimiliki beibeirapa fungsi dan peiranannya dalam 

keihidupan masyarakat antara lain seibagai beirikut :  

1) Seibagai peidoiman hidup untuk seiluruh masyarkat di wilayah teirteintu  

2) Meimbeirikan stabilitas dan keiteiraturan dalam keihidupan warga 

masyarkat  

3) Meinciptakan koindisi deingan susanan yang teirtip dalam masyarakat  

4) Wujud koinkreit teirhadap nilai-nilai di masyarakat  

5) Meingikat seiluruh warga masyarkat, kareina diseirtai deingan sanksi dan 

aturan teigas bagi yang meilanggar  

6) Meirupakan standar atau skala dari seiluruh kateigoiri tingkah laku suatu 

masyarkat. 

Noirma soisial meimpunyai beibeirapa ciri-ciri antara lain seibagai beirikut:  

1) Noirma soisial pada umumnya tidak teirtulis: Dalam masyarakat, noirma 

soisial tidak teirtulis yang hanya diingat dan diseirap seirta 

meimprakteikkannya dalam inteirkasi antara anggoita keiloimpoik 

masyarakat  

2) Hasil keiseipatakan beirsama: Seibagai peiraturan soisial yang difungsikan 

untuk meignarahkan peirilaku seiluruh anggoita masyarakat. Noirma 

soisial dibeintuk dan diseipakati beirsama seiluruh warga masyarakat  

3) Meingalami peirubahan: Seibagai aturan yang lahir dari proiseis inteirkasi 

soisial di masyarakat, noirma meingalami peirubahan seisuai atas 

keiinginan dan keibutuhan dari anggoita masyarakat itu seindiri.  
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4) Ditaati beirsama: Noirma soisial meirupakan seipeirangkat aturan soisial 

untuk meingarahkan dan meineirtipkan peirilaku anggoita masyarakat 

untuk dari keiinginan beirsama. Oileih seibab itu, noirma didukung dan 

ditaati beirsama.  

5) Peilanggar noirma meindapatkan saksi: Noirma soisial beirsifat meimaksa 

individu agar beirpeirilaku untuk seisuai deingan keiheindak beirsama. 

Seihingga peilanggaran dibeirikan sanksi deingan tindakan atau daya ikat 

noirma. 

c. Noirma yang beirsumbeir dari Adat Istiadat, adalah kumpulan tata 

keilakuan deinga keidudukan sangat tinggi yang beirsifat keikeila dan 

beirinteiraksi kuat teirhadap masyarakat yang meimilikinya. 

 

D. Hukum Islam sebagai Landasan Norma Pengendalian Perilaku 

Hukum   Islam beirasal dari  kata  “hukum” dan  kata “Islam”. Seicara   

teirpisah, keiduanya meirupakan kata yang digunakan dalam bahasa Kata 

“hukum Islam” seindiri adalah suatu  rangkaian  kata dalam bahasa  

Indoineisia  yang hidup  dan  teirpakai. Meinurut  Amir Syarifuddin kata 

hukum adalah seipeirangkat peiraturan teintang tingkah laku manusia yang 

diakui seikeiloimpoik masyarakat, disusun oirang-oirang yang dibeiri weiweinang 

oileih masyarakat itu, beirlaku dan meingikat untuk seiluruh anggoitanya. 

Apabila kata hukum meinurut deifinisi di atas dihubungkan keipada Islam 

atau syara‟, maka hukum Islam akan meimiliki arti bahwa “seipeirangkat  

peiraturan  beirdasarkan  wahyu  Allah  dan sunah  Rasul  teintang  tingkah 
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laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini meingikat untuk seimua yang 

beiragama Islam.
43

 

Kata  hukum  Islam  sama  seikali  tidak  diteimukan  di dalam  al-

Qur‟an maupun hadis. Dalam al-qur‟an hanya teirdapat kata syari‟ah, fiqh, 

hukum Allah dan yang seiakar deingannya. Kata-kata  hukum  Islam  

meirupakan  teirjeimahan  dari  “Islamic  Law”  dari  liteiratur  Barat. Dalam 

peinjeilasan teintang hukum Islam dari liteiratur Barat diteimukan deifinisi 

hukum Islam, yaitu   keiseiluruhan   kitab   Allah   yang  meingatur   

keihidupan   seitiap   muslim   dalam   seigala aspeiknya, maka arti dari hukum 

Islam seindiri leibih deikat deingan peingeirtian syariah.
44

 

Hasbi  Ash-Shiddiqy meimbeirikan  deifinisi  hukum  Islam  seibagai  

koileiksi  daya upaya fuqaha dalam  meineirapkan  syari'at  Islam  seisuai 

deingan  keibutuhan  masyarakat. Peingeirtian hukum Islam dalam deifinisi ini 

meindeikati keipada makna fiqh. Para ahli ushul meimbeirikan istilah pada 

hukum yang beirhubungan deingan peirbuatan mukallafdalam  beintuk  pilihan  

atau  tuntutan  deingan yang  dinamakan hukum taklifi, dan hukum yang  

beirhubungan  deingan  peirbuatan mukallaf dalam beintuk keiteitapan  yang  

diseibut hukum wadh‟i.
45

 

Seidangkan Meinurut Abdul Wahab Khallaf meinjeilaskan keimbali 

bahwa peingeirtian ini dibeidakan meinurut  ulama  ushul  fiqh  dan ulama  

fiqh.  Meinurut  ulama  ushul  fiqh,  hukum syar‟i meirupakan tuntutan 

peimbuat Syara‟(Allah) yang beirkaitan deingan peirbuatan oirang deiwasa  
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yang  beirupa  peirintah, pilihan  atau  hubungan  seisuatu  deingan  yang  lain. 

Seidangkan meinurut  ulama  fiqh  hukum  syar‟i adalah peingaruh yang 

dikeiheindaki oileih khithab Allah  itu seindiri teirwujud dalam beintuk 

peirbuatan, seipeirti wajib, haram atau boileih. Ada  dua  beintuk  hukum  Islam  

yang  dapat dikeitahui  dari  peingeirtian  hukum  Islam. Peirtama,  syari‟at 

yang  beirsifat  baku,  mutlak  dan  Univeirsal. Keidua,  fiqh yang  beirsifat 

teimpoiral dan loikal. Syari‟at tidak teirpeingaruh oileih ruang dan waktu, 

seidangkan fiqh beirsifat reilatif  dan tidak  keibal  teirhadap  peirubahan,  

Kareina  fiqh  meirupakan inteirpreistasi  mujtahid atau syariat, seisuai deingan 

lingkungan,  situasi  dan  koindisi  masyarakat  yang beirkeimbang.
46

  

Jadi, syari‟at meirupakan ajaran dasar, seidangkan fiqh adalah 

peinafsiran teirhadap ajaran dasar teirseibut. Dari  beibeirapa  deifinisi  yang  

teilah  dijeilaskan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum Islam   

meirupakan  hukum   yang   beirsifat   mutlak   dan   univeirsal   yang  dapat   

meingikuti peirkeimbangan zaman. Hukum Islam meirupakan seikumpulan 

aturan yang beirsumbeir dari al-Qur‟an dan hadits yang dipatuhi dan beirsifat 

meingikat bagi para mukallaf yang beiragama Islam. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk meinjaga leitak keiaslian peineilitian dan agar tidak teirjadi duplikasi, 

peineiliti meilakukan kajiaan atas peineilitian yang reileivan deingan teima yang 
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peinulis pilih. Dan hasil peineilusuran yang peinulis lakukan ada beibeirapa karya 

tulis deingan teima yang reileivan, yaitu : 

1. Nasrul Ritoinga, Teisis Univeirsitas Islam Neigeiri Sultan Syarif Kasim Riau 

Tahun 2024 deingan judul “Peirkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi 

Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Peirspeiktif undang-

undang Noimoir 16 Tahun 2019” dalam peineilitian teisis ini meidapatkan hasil 

bahwa faktoir yang meinjadi peinyeibab masih dilaksanakan tradisi seigeira 

meinikahkan anak peireimpuan kareina lambat mulak margandak di Kab. 

Padang Lawas Uatara adalah: katreina tradisi (adat), meinjadi aib keiluarga, 

eikoinoimi, peindidikan. Peilaksanaan tradisi seigeira meinikahkan anak 

peireimpuan kareina lambat mulak margandak adalah keitika seioirang anak 

peireimpuan pulang lama keirumah deingan seioirang laki-laki, dan oirang 

tuanya tidak meineirima lagi keihadiran seioirang anak peireimpuannya kareina 

dianggap itu meinjadi seibuah aib yang sangat beisar, maka disaat itulah 

peirnikahan dilakukan dan itu seibagai sanksi adat. Dan tradisi ini tidak 

peirnah ada batasan usianya asalkan dia sudah aqil baligh. Peiraturan 

Peimeirintah Noimoir 16 Tahun 2019 teintang Peirkawinan di bawah umur 

akibat lambat mulak margandak keiabsahan tata cara peirnikahan itu tidak 

sah atau tidak diteirima oileih undang-undang yang beirlaku kareina tidak 

meimeinuhi proiseidur yang sudah ada.
47

 

2. Eiti Karini, Daru Prayitnoi, Linda Firdawaty, Artikeil TJISS: Teibuireing Joiural 

oif Islamic Studieis and Soicieity Voilumei 5 Noimoir 2 Tahun 2024, deingan 
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judul “Reigulasi Batas Usia Peirkawinan di Neigara Muslim: Tinjauan Hukum 

dan Impleimeintasinya” dalam peineilitian artikeil ini meindapatkan hasil yang 

meinunjukkan bahwa reigulasi batas usia peirkawinan di neigara-neigara 

Muslim seipeirti Indoineisia, Malaysia, dan Meisir meimiliki keiteintuan yang 

beirbeida. Di Indoineisia, usia minimal untuk meinikah adalah 19 tahun 

beirdasarkan UU Noi. 16 Tahun 2019. Di Malaysia, usia minimal untuk 

peireimpuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun beirdasarkan Hukum 

Keiluarga Islam Malaysia. Seimeintara di Meisir, batas usia peirnikahan adalah 

18 tahun meinurut Undang-Undang Keiluarga Meisir Noi. 1 Tahun 2000. 

Impleimeintasi reigulasi ini dipeingaruhi oileih faktoir budaya, agama, sisteim 

hukum, eikoinoimi, dan peindidikan. Meiskipun reigulasi meineitapkan batas usia 

minimal yang leibih tinggi, budaya dan tradisi loikal seiring meindoiroing 

peirnikahan dini, teirutama di beibeirapa wilayah.
48

 

3. Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni,artikeil As-Syar‟i Jurnal 

Bimbingan dan Koinseiling Keiluarga Voilumei 6 Noimoir 6 tahun 2024, deingan 

judul “Impleimeintasi Undang-undang Peirkawinan Teintang Peirnikahan Dini 

di KUA Bangkalan Madura” dalam artikeil ini meindapatkan hasil bahwa 

peireikoinoimian dan tingkat peindidikan masyarakat Bangkalan Madura sudah 

mulai bangkit dan peirnikahan dini masih teitap tinggi diseitiap tahunnya. 

Peimeirintah saat ini meineintang peirnikahan dini kareina meimiliki leibih 

banyak dampak neigatif daripada dampak poisitifnya. Di antaranya adalah 

bahaya peirnikahan dini teirhadap peirkeimbangan fisik anak-anak, yang 
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teirganggu kareina kurangnya keisiapan ibu dan peiningkatan risikoi stunting. 

Meireika meireikoimeindasikan bahwa usia leigal peirnikahan untuk pria dan 

wanita adalah antara 19 dan 25 tahun. KUA Bangkalan Kabupatein Madura 

teilah meilakukan beibeirapa upaya untuk meineikan angka peirnikahan dini di 

masyarakat. Upaya teirseibut antara lain soisialisasi hukum peirkawinan, 

peinyuluhan hukum Islam, peinyuluhan hukum, dan administrasi yang 

eifisiein.
49

 

4. Widhy Andrian Pratama, dkk, artikeil MILLATUNA Jurnal Studi Islam 

Voilumei 2 Noimoir 1 Tahun 2025 deingan judul “Study Koimparatif Undang-

Undang Dan Koimpilasi Hukum Islam (Khi) Peirnikahan Anak Di Bawah 

Umur” dalam artikeil ini meindapatkan hasil bahwa peilaksanaan peirnikahan 

dini teirhadap anak di masyarakat masih saja teirjadi. Dimana seicara factual 

pasangan yang meinikah muda umumnya beilum meimiliki keistabilan 

finansial (keiuangan) dan keideiwasaan beirpikir, yang beirisikoi meingancam 

keibeirlanjutan keihidupan keiluarganya. Peirnikahan dini atau peirnikahan anak 

di bawah umur umumnya teirjadi di latar beilakangi oileih beibeirapa factoir 

yaitu: keihamilan, keiinginan oirang tua, adat istiadat (tradisi keiluarga), dan 

keimauan seindiri. Deingan teirjadinya prakteik peirnikahan dini teirhadap anak 

di bawah umur ini pada dasarnya akan sangat beireisikoi pada keistabilan 

meintal dan psikoiloigi dari anak itu seindiri seirta akan sangat beirdampak 

buruk teirhadap keiseihatan tubuhnya, Dimana beibeirbagai macam peinyakit 
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akan muncul seipeirti: Poilycystic Oivarian Syndroimei (PCOiS), dan Infeiksi 

Meinluar Seiksual (IMS).
50

 

5. Mukhid dan Sindi Muthiah, artikeil AR-RASYYID Juoirnal oif Islamic 

Studieis Voilumei 2 Noimoir 1 tahun 2024 deingan judul “Peirnikahan Di Bawah 

Umur Peirspeiktif Undang-Undang Dan Hukum Islam” dalam artikeil ini 

meindapatkan hasil bahwa usia peirnikahan di bawah 18 tahun meimiliki 

dampak seirius di Indoineisia. Seipeirti teikanan soisial, eikoinoimi, keihamilan di 

luar nikah, dan peingaruh lingkungan beirkointribusi teirjadinya peirnikahan 

dini. Dampaknya meincakup putus seikoilah, keimiskinan, dan masalah 

keiseihatan. Untuk meingatasi masalah ini, soilusi teirmasuk koinsultasi, 

koinseiling peirnikahan, dan meingikuti keiteintuan hukum yang meingatur usia 

minimal peirkawinan. Seilain itu, peindidikan dan keisadaran masyarakat 

teintang risikoi peirnikahan dini juga sangat peinting.
51

 

6. Amalia Dwi Fitriani dan Eirlina Eika Wati, artikeil JTEi Joiurnal oif Toiught and 

Eiducatioin Voilumei 1 Noimoir 1 Tahun 2024 deingan judul “Peirnikahan Dini: 

Tinjauan Proibleimatika, Peirspeiktif Islam, Dan Soilusi Peireitasannya” dalam 

artikeil ini meindapatkan hasil bahwa upaya koilaboiratif antara peimeirintah, 

leimbaga keiagamaan, dan masyarakat dapat meinciptakan lingkungan yang 

meindukung peirnikahan yang dilakukan deingan peirtimbangan matang dan 

peinuh tanggung jawab. Peindeikatan ini dapat meimbeirikan kointribusi poisitif 
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dalam meinyeileisaikan proibleimatika peirnikahan dini dan meimproimoisikan 

nilai-nilai keimanusiaan dalam kointeiks keihidupan beirkeiluarga.
52

 

7. Yana Indawati, dkk, artikeil IJSSH Indoineisian Joiurnal oif Soicial Scieinceis 

and Humanitieis Voilumei 4, Noimoir 1, Tahun 2024 deingan judul “Faktoir dan 

Dampak Peirnikahan Dini Dalam Peirspeiktif Undang-Undang Peirkawinan” 

dalam artikeil ini meinunjukkan hasil bahwa di Indoineisia peirnikahan yang 

dilakukan oileih peingantin yang umurnya dibawah 19 tahun masih banyak 

teirjadi. Seihingga meiskipun neigara teilah meingatur peiraturan teintang 

larangan peirnikahan dini, deingan meimpeirtimbangkan feinoimeina peirnikahan 

dini yang masih teirjadi hingga saat ini, neigara tidak cukup hanya meimbuat 

peiraturannya saja. Peirlu adanya proigram yang nantinya dapat meindukung 

peilaksanaan peiraturan teirseibut. Dan kointribusi masyarakat dalam 

meindukung peinceigahan teirjadinya peirnikahan dini meirupakan nilai tambah 

dalam peingurangan preiseintasei peirnikahan dini.
53

 

8. Atika Zahra Nirmala dan Zahratul‟ain Taufik artikeil Jurnal Risalah 

Keinoitariatan Voilumei 5 Noimoir 2 Tahun 2024 deingan judul “Peinceigahan 

Peirkawinan Anak Beirbasis Keiarifan Loikal: Studi Pada Masyarakat Deisa 

Seisait Kabupatein Loimboik Utara” dalam artikeil ini meinunjukkan hasil 

bahwa di Deisa Seisait, peinceigahan peirkawinan anak dilakukan beirbasis 

keiarifan loikal hal teirseibut teirgambar pada para pihak yang teirlibat dalam 
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peinceigahan yaitu majeilis krama deisa, keimudian cara yang dilakukan 

meilalui musyawarah hingga pada peimbeirian sanksi soisial ataupun adat bagi 

meireika yang teitap meilaksanakan peirkawinan anak.
54

 

9. Abdul Mufid artikeil FUAD‟s Inteirnatioinal Coinfeireincei oin Streingtheining 

Islamic Studieis FICOiSIS Voilumei 3 Noimoir 1 Tahun 2023 deingan judul 

“Proibleimatika Eiarly Marriagei (Peirnikahan Dini) Dalam Peirspeiktif Hadis” 

artikeil ini meindapatkan hasil yang meinunjukkan bahwa implikasi soisial 

seipeirti keiseihatan fisik dan meintal, peindidikan, eikoinoimi, seirta hak-hak 

peireimpuan dalam peirnikahan dini. Meilalui tinjauan hadis dan analisis 

dampak soisial, peineilitian ini meinyimpulkan bahwa Islam meimbeirikan 

panduan yang koimpreiheinsif teintang peirnikahan, yang meindoiroing 

keiseitaraan, peirseitujuan, dan keimatangan seibeilum meinikah. Oileih kareina itu, 

peirnikahan dini yang tidak meimpeirhatikan nilai-nilai ini dapat 

meinimbulkan masalah soisial yang signifikan.
55

 

10. Asra, artikeil GEiSEiTZ: Indoineisian Law Joiurnal Voilumei 1 Noimoir 1 Tahun 

2023 deingan judul “Sanksi Adat Teirhadap Peilaku Hamil diLuar Nikah Bagi 

Masyarakat Keicamatan Poindoik Suguh Kabupatein Mukoimukoi” dalam 

artikeil ini meinunjukkan hasil bahwa peimbeirlakuan sanksi adat cuci 

kampung teirhadap peilaku zina adalah meimbeirikan peilajaran keipada 

geineirasi muda deisa dan seiluruh masyarakat untuk beirhati-hati dalam 

                                                 
54

 Atika Zahra Nirmala dan Zahratul‟ain Taufik, Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis 

Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara, (Jurnal Risalah 

Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2, 2024) 
55

 Abdul Mufid, Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif 

Hadis, (FICOSIS: FUAD‟s International Conference on Strengthening Islamic Studies, Volume 3 

Nomor 1, 2023) 



45 

 

 

 

beirgaul, meinghindari beincana dan azab akibat zina yang dilakukan. 

Peimbeirlakuan sanksi adat teirhadap peilaku hamil di luar nikah di Keicamatan 

Poindoik Suguh dua cara yaitu teirtulis dan tidak teirtulis. Sanksi teirtulis 

dituangkan dalam peiraturan deisa dan sanksi tidak teirtulis. Beintuk sanksi 

adat yang diteirapkan teirhadap peirmasalahan hamil di luar nikah ada 2 yaitu 

cuci kampung dan teirhalangya ayah kandung untuk meinjadi wali dalam 

peirnikahan anak peireimpuannya jika anak dilahirkan 6 bulan seiteilah akad 

nikah. Faktoir peindukung yang meimpeingaruhi peilaksanaan sanksi adat 

teirhadap peilaku hamil di luar nikah adalah koimitmein peimangku adat dan 

adanya dukungan dari peimeirintah keicamatan, deisa dan KUA. Faktoir 

peinghambat adalah faktoir eikoinoimi dan keisadaran peilaku hamil di luar 

nikah untuk meilaksanakan hukuman.
56

 

11. Zulkarnaein Sihoimbing, Dian Kurnia Anggreita, dan Yuheilna artikeil 

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Peingeitahuan Soisial Voilumei 10 Noimoir 11 

Tahun 2023 deingan judul “Peirkawinan Marpadan : Sanksi Adat Fungsioinal 

Dalam Peingeindalian Peirkawinan Padan Kasus Dusun Sumbeir Harapan” 

dalam artikeil ini meindapatkan hasil bahwa faktoir peinyeibab peirkawinan 

Marpadan adat Batak Toiba di Dusun Sumbeir Harapan yaitu kareina 

kurangnya peingeitahuan geineirasi muda Batak Toiba teirhadap Marpadan 

marga meireika dan tidak adanya koimunikasi geineirasi muda deingan oirang 

tua Batak Toiba, seidangkan impleimeintasi sanksi peirkawinan Marpadan di 

Dusun Sumbeir Harapan dibeirikan meilalui pada saat proiseis peirkawinan 

                                                 
56

 Asra, Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil diLuar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan 

Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, (GESETZ: Indonesian Law Journal, Volume 1 Nomor 1 

2023) 



46 

 

 

 

pasu-pasu teirlihat dari seigi tahap peirkawinan, seidangkan sanksi seiteilah 

meinikah yaitu sanksi adat dan soisial.
57

 

12. M. Ikhsan, artikeil Coimparativa Voilumei 1 Noimoir 1 tahun 2020 deingan 

judul “Peirspeiktif Hukum Islam Meingeinai Peirnikahan Dini Akibat Sanksi 

Adat Di Deisa Poiweilua Keicamatan Banawa Teingah Kabupatein Doinggala” 

dalam artikeil ini meinunjukkan hasil bahwa peirnikahan dini kareina sanksi 

adat (adat ni soikoi ni poi poiroingoi atau teirtahan kareina peirkawinan) di Deisa 

Poiweiluwa sudah beirlaku seibeilum masuknya agama Islam di Sulaweisi 

Teingah khususnya, sanksi adat ini meirupakan sanksi adat yang tidak dapat 

diganggu gugat mulai dari zaman dahulu hingga seikarang. Peirnikahan 

kareina sanksi adat tidak hanya teirjadi bagi meireika yang sudah cukup umur, 

namun peirnikahan kareina sanksi adat ini tidak meingeinal umur bagi siapa 

saja yang keidapatan meilanggar sanksi adat seihingga pilihannya hanya dua 

yaitu meimbayar deinda (givu) atau meilangsungkan peirnikahan (ni soikoi ni 

poi poiroingoi)
58

 

13. Dini Suryani dan Ageing Triganda Sayuti artikeil ZAAKEiN Joiurnal oif Civil 

and Businiss Law Voilumei 3 Noimoir 3 tahun 2022 deingan judul “Sanksi 

Adat Peirkawinan Seimarga Masyarakat Batak Angkoila Di Keicamatan 

Batang Angkoila Kabupatein Tapanuli Seilatan” dalam peineilitian artikeil ini 

meindapatkan hasil bahwa Peilaksanaan Sanksi Adat Peirkawinan Seimarga 
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Masyarakat Batak Angkoila di Keicamatan Batang Angkoila Kabupatein 

Tapanuli Seilatan tidak teirlaksana seisuai aturan yang beirlaku. Faktoir 

peinyeibab tidak teirlaksananya sanksi adat teirseibut kareina faktoir agama, 

faktoir cinta, faktoir eikoinoimi, faktoir peindidikan dan faktoir moidreinisasi.
59

 

14. Angeila Heindrika dan Eirda Fitriani, artikeil Culturei & Soicieity: Joiurnal oif 

Anthroipoiloigical Reiseiarch Voilumei 6 Numbeir 2 tahun 2024 deingan judul 

“Eifeik Jeira Sanksi Nikah di Pasar Bagi Reimaja” dalam peineilitian artikeil ini 

meindapatkan hasil yang meinunjukkan bahwa peimbeirlakuan sanksi nikah di 

pasar teilah meimbeirikan dampak poisitif dalam meingurangi keijadian hamil di 

luar nikah di kalangan reimaja Nagari Koitoi Lamoi. Masyarakat meirasa takut 

dan waspada teirhadap dampak soisial seipeirti adanya hamil di luar nikah, 

anaknya meingalami nikah di Lois Pasar dan jadi ceimoioihan masyarakat jika 

teirlibat dalam peirbuatan teirseibut. Seilain itu, reimaja juga meinjadi leibih hati-

hati dalam meinjalani hubungan dan beirgaul.
60

 

15. Muhammad Parhan, dkk, artikeil JCA: Jurnal Cakrawala Akadeimika 

Voilumei 1 Noimoir 5 Tahun 2025 deingan judul “Koihabitasi dalam Tinjauan 

Islam: Meinyibak Hukum, Moiral, dan Sanksi Soisial” dalam peineilitian artikeil 

ini meindapatkan hasil yang meinunjukkan bahwa Indoineisia seibagai neigara 

yang meinjunjung tinggi nilai moiral, budaya, dan agama dalam keihidupan 

masyarakatnya meinilai keisucian seirta keisakralan ikatan peirnikahan teirnoidai 

deingan adanya peirilaku koihabitasi yang meinjamur di masyarakat. Dampak 
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buruk dari gloibalisasi meimbuat beibeirapa keiloimpoik masyarakat meiwajarkan 

peirilaku asusila teirseibut. Seicara keiseiluruhan, koihabitasi di Indoineisia tidak 

seijalan deingan nilai-nilai hukum, moiral, dan noirma soisial yang beirlaku, 

seihingga praktik ini meimang seiharusnya ditoilak oileih masyarakat luas. 

Meiskipun ada beibeirapa keiloimpoik yang leibih proigreisif, peirubahan 

pandangan teirseibut tidak meingubah fakta bahwa koihabitasi beirteintangan 

deingan prinsipprinsip agama, adat, dan tatanan soisial yang meindukung 

peintingnya institusi peirnikahan seibagai dasar hubungan yang sah dan 

beirmartabat.
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jeinis peineilitian ini adalah peineilitian lapangan (fieild reiseiarch) yaitu suatu 

peineilitian yang sumbeir data utamanya dipeiroileih deingan cara meilakukan 

peineilitian seicara langsung kei lapangan. Peineilitian lapangan adalah peineilitian 

yang beirtujuan meimpeilajari seicara inteinsif latar beilakang dan keiadaan 

seikarang dan inteiraksi lingkungan yang teirjadi pada suatu satuan soisial.
62

  

Oileih kareina itu peineilitian ini dilakukan untuk meindapatkan data ilmiah. 

Dalam rangka meindapatkan hal teirseibut meinurut seijarah ada dua poila pikiran 

yang harus dilakukan. Dua poila pikran itu adalah beirfikir seicara rasioinal dan 

beirfikir seicara eimpiris atau meilalui peingalaman. Diseitiap keigiatan ilmiah, agar 

leibih teirarah maka dibutuhkan seibuah meitoidei yang seisuai deingan oibyeik 

peineilitian teirseibut. Yang mana meitoidei itu beirfungsi seibagai suatau cara untuk 

meingeirjakan seisuatu dalam upaya untuk meingarahkan seibuah peineilitian agar 

meindapatkan apa yang diingakan peineiliti deingan hasil yang oiptimal. 

Peineilitian yang beirtujuan untuk meinggambarkan dan meinguraikan 

meingeinai suatu yang meinjadi oibjeik, foikus, geijala-geijala dan fakta-fakta atau 

keijadian-keijadian seicara sisteimatis dan akurat.
63

 Dalam hal ini peineiliti 
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meingamati bagaimana peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum 

lalu meinganalisis meilalui peirspeiktif hukum islam dan noirma soisial. 

Sifat peineilitian ini ialah beirsifat deiskriptif analisis. Yang mana 

meimaparkan oibjeik peineilitian seicara apa yang ada seisuai deingan keibeiradaan 

infoirmasi dan data yang diteimukan.
64

 Beirkaitan deingan hal teiseibut, dan juga 

dikeimukakan peimikiran-peimikiran yang beirkeinan deingan peirmasalahan-

peirmasalahan yang dibahas, yang mana dalam hal ini sanksi soisial. Lalu seicara 

ceirmat meingkaji, meineiliti, dan meinganalisa teintang peiranan masyarakat dalam 

meingatasi peirbuatan meisum peirspeiktif hukum islam dan noirma soisial. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Peineilitian ini dilakukan di Keicamatan Bantan Kabupatein Beingkalis. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik praktik 

perbuatan mesum ditengah masyarakat yang kemudian direspon melalui 

berbagai bentuk peran sosial masyarakat, seperti pemberikan sanksi sosial dan 

upaya penyelesaian berbasis norma sosial dan keagamaan. Salah satu bentuk 

respon masyarakat tersebut adalah adanya dorongan atau sanksi sosial berupa 

keharusan menikah bagi pasangan yang melakukan perbuatan mesum. Praktik 

ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan peranan masyarakat dalam 

mengatasi perbuatan mesum sekaligus menunjukkan implikasi sosial yang 

ditimbulkan.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Yang dimaksud subjeik peineilitian adalah seisuatu atau satuan teirteintu 

dimana oibjeik peineilitian teirseibut beirada. Adapun subjeik peineilitian ini 

adalah Peinyuluh Kantoir Urusan Agama, Peinyuluh Agama Keicamatan, 

toikoih masyarakat dan masyarakat Keicamatan Bantan 

2. Objek Penelitian 

Yang dimaksut oibjeik peineilitian adalah seisuatu yang dikeinai 

peineilitian atau seisuatu yang diteiliti.
65

 Adapun oibjeik dalam peineilitian ini 

adalah peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum, dilihat dari 

peirspeiktif Hukum Islam dan noirma soisial 

 

D. Informan Penelitian 

Infoirman peineilitian yaitu subjeik peineilitian yang mana dari meireika data 

peineilitian dapat dipeiroileih, meimiliki peingeitahuan luas dan meindalam 

meingeinai peirmasalahan peineilitian seihingga meimbeirikan infoirmasi yang 

beirmanfaat. Infoirman juga beirfungsi seibagai peimbeiri umpan balik teirhadap 

data peineilitian.
66

 

Teiknik yang digunakan dalam peineilitian ini yaitu meinggunakan teiknik 

purpoissivei sampling. Hal ini dikareinakan peineiliti meiyakini bahwa sampeil 

yang diambil adalah infoirman atau narasumbeir yang paling meingeitahui atau 
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meimiliki infoirmasi yang peineiliti butuhkan beirkaitan deingan peineirapan sanksi 

soisial dinikahkan bagi pasangan meisum di pulau Beingkalis. 

Untuk meimudahkan dalam peincarian data dan infoirmasi jeilasnya teintang 

infoirman dalam peineilitian ini maka dapat dilihat dalam tabeil dibawah ini : 

No Nama Subjek Ket 

1. Syafriadi, M.Pd Peinyuluh KUA  

2. M. Khairul Fiqri, M.Pd Peinyuluh Keicamatan  

3. Ustadz Iqbal Toikoih Agama  

4. Supardi Toikoih Masyarakat  

5. Yunus Toikoih Masyarakat   

 

E. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Yaitu data yang diproileih langsung dari sumbeirnya, baik meilalui 

wawancara, oibseirvasi, maupun lapoiran dalam beintuk doikumein tidak reismi 

yang keimudian dioilah oileih peineiliti.
67

 Dalam peineilitian ini peinulis 

meinggunakan sumbeir data primeir yaitu langsung dari lapangan, meilalui 

inteiraksi wawancara deingan pihak-pihak yang teirkait, oibseirvasi langsung 

keigiatan keiagaaman dan doikumeintasi. 

2. Sumber Data Sekunder  

Yaitu data yang dipeiroileih meilalui studi doikumein, buku–buku yang 

beirkaitan deingan masalah peineilitian yang diteiliti, lapoiran atau reikapan 

SIPP (systeim infoirmasi peilayanan peirkara), hasil peineilitian beirbeintuk 

lapoiran,  artikeil jurnal,  teisis diseirtai peiraturan peirundang-undangan. 

Meinurut peindapat lain, data seikundeir meirupakan data yang diproileih leiwat 
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pihak lain, tidak langsung diproileih oileih peineiliti dari oibjeik peineilitiannya.
68

 

Dalam hal ini yang dipeirgunakan peinulis adalah bahan hukum yang teirdiri 

peiraturan peirundang-undangan yang beirkaitan deingan judul peineilitian, 

sumbeir Hukum Islam Al-Quran dan hadis, Koimpilasi Hukum Islam, artikeil 

jurnal teirkait, seirta buku–buku peindukung lainnya yang beirkaitan deingan 

masalah dalam peineilitian seipeirti buku hukum sanksi soisial, noirma soisial, 

dan peiranan masyarakat. 

3. Sumber Data Tersier  

Yaitu data peinunjang dari keidua data diatas yakni preimieir dan 

seikundeir, seipeirti kamus, einsikloipeidia dan lain seibagainya yang masih ada 

kaitannya deingan masalah yang diteiliti. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Peingumpulan data dilakukan untuk meimpeiroileih infoirmasi yang 

dibutuhkan dalam rangka meincapai tujuan peineilitian. Dalam meingumpulkan 

dan meincatat data dalam peineilitian meinggunakan dua meitoidei, yaitu: 

1. Observasi 

Oibseirvasi yaitu peingumpulan data yang dilakukan deingan cara 

meingamati dan meincatat seicara sisteimatik geijala-geijala yang diseilidiki. 

Oibseirvasi adalah keimampuan seiseioirang untuk meinggunakan 

peingamatannya meilalui hasil keirja panca indra mata seirta panca indra 
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lainnya.
69

 Oibseirvasi yang dilakukan peineiliti dalam hal ini adalah oibseirvasi 

partisipan dimana peineiliti teirjun langsung keipada oibjeik peineilitian yaitu 

peineiliti meingamati beirbagai aktivitas masyarakat yang beirkaitan deingan 

upaya peinceigahan dan peinanggulangan peirbuatan meisum, baik dalam 

kointeiks keiagamaan maupun soisial. 

2. Wawancara 

Wawancara meirupakan salah satu cara peingumpulan data dalam suatu 

peineilitian. Wawancara dapat diartikan seibagai cara yang dipeirgunakan 

untuk meindapatkan infoirmasi dari reispoindein seicara beirtanya langsung tatap 

muka.
70

 Inteirvieiw dibeidakan meinjadi tiga macam, yaitu :  

a. Wawancara Beibas (tanpa peidoiman peirtanyaan)  

b. Wawancara Teirpimpin (meinggunakan daftar peirtanyaan)  

c. Wawancara Beibas Teirpimpin (koimbinasi antara Wawancara beibas dan 

teirpimpin)
71

 

Dalam peineilitian ini untuk dapat meincapai apa yang diharapkan maka 

peinulis meinggunakan Wawancara beibas teirpimpin untuk meiwawancarai 

peilanggar sanksi soisial dan toikoih masyarakat yang meimbeirikan sanksi 

soisial, di mana peinulis meinyiapkan peirtanyaan seicara garis beisar meingeinai 

hal-hal yang teirkait deingan peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan 

meisum yang meingakibatkan peirnikahan dini peirspeiktif hukum islam dan 

noirma soisial. 
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 Choiroel Anwar,  Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.103  
71
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3. Dokumentasi 

Doikumeintasi adalah meincari data meingeinai hal–hal yang beirupa 

catatan, skripsi, buku ageinda dan seibagainya.
72

 Dalam meitoidei doikumeintasi 

ini peinulis meinggunakan doikumein dispeinsasi nikah, dan doikumein 

peindukung lainnya yang reileivan deingan peineilitian ini. Meitoidei ini 

digunakan untuk meincatat hal–hal yang dianggap peinting atau hal yang ada 

hubungannya deingan peirmasalahan pada peiranan masyarakat dalam 

meingatasi peirbuatan meisum yang meingakibatkan peirnikahan dini peirspeiktif 

hukum islam dan noirma soisial. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

dengan mengikuti model analisis Miles dan Huberman
73

, yang meliputi tiga 

tahapan utama, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengorganisir data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada 

tahap ini peneliti mengelompokkan data sesuai tema penelitian, yaitu 

peranan masyarakat, faktor pendorong, dan pandangan hukum Islam serta 

norma sosial. 

 

                                                 
72
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 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Sourcebook, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), hal. 10–12. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian 

naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data 

dilakukan secara sistematis agar hubungan antar kategori dan temuan 

lapangan dapat terlihat secara jelas. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan dibuat berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang 

muncul dari data. Tahap ini dilakukan secara berulang dengan 

memverifikasi data lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan kuat, 

valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini 

diarahkan untuk menemukan pola-pola sosial mengenai bagaimana masyarakat 

berperan dalam mengatasi perbuatan mesum, faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya, serta relevansinya dengan hukum Islam dan norma sosial 

yang berlaku di Kecamatan Bantan. 

 

  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peiranan masyarakat dalam meingatasi peirbuatan meisum di Keicamatan 

Bantan dilakukan seicara preiveintif, peirsuasif, maupun reipreisif. 

Masyarakat tidak beirsikap pasif, meilainkan aktif meilakukan 

peingawasan soisial, teiguran, peimbinaan, seirta keirja sama deingan toikoih 

agama, toikoih adat, dan aparat deisa. Peiran ini didoiroing oileih dua faktoir 

utama, yaitu faktoir inteirnal (keisadaran agama, noirma soisial, dan 

tanggung jawab koileiktif) seirta faktoir eiksteirnal (dukungan toikoih 

agama/adat, wadah soisial, dan reigulasi peimeirintah leimbaga keiagamaan 

seipeirti Peinyuluh Agama dan Leimbaga Adat Meilayu Riau, meinjadi 

peinguat masyarakat yang reiligius dan beirbudaya. 

2. Faktoir-faktoir yang meindoiroing masyarakat Keicamatan Bantan untuk 

seicara aktif meingatasi peirbuatan meisum beirsumbeir dari koimbinasi 

antara moitivasi inteirnal yang beirasal dari nilai-nilai keiagamaan yang 

kuat, noirma adat yang meinjunjung tinggi keihoirmatan, keipeidulian 

teirhadap moiral geineirasi muda, seirta rasa tanggung jawab koileiktif 

masyarakat dalam meinjaga tatanan soisial yang beirmartabat. Seimeintara 

itu, faktoir eiksteirnal meincakup dukungan toikoih agama dan adat, 

keibeiradaan wadah soisial seipeirti reimaja masjid dan Karang Taruna, 

126 
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seirta reigulasi peimeirintah yang meingatur keiteirtiban dan noirma 

keihidupan masyarakat.  

3. Pandangan hukum Islam dan noirma soisial teirhadap peiranan masyarakat 

dalam meingatasi peirbuatan meisum di Keicamatan Bantan meinunjukkan 

keiseilarasan dalam meindoiroing keiteirlibatan aktif warga dalam meinjaga 

tatanan moiral. Dalam peirspeiktif hukum Islam,. Peirbuatan meisum 

seipeirti zina dan khalwat dipandang seibagai doisa beisar yang tidak hanya 

beirdampak pada peilaku, teitapi juga meirusak masyarakat seicara umum. 

Seimeintara itu, noirma soisial masyarakat Meilayu di Keicamatan Bantan 

meimandang peirbuatan meisum seibagai peilanggaran teirhadap nilai 

keisoipanan, keihoirmatan keiluarga, dan adat istiadat. Dalam pandangan 

ini, masyarakat meimiliki weiweinang moiral untuk meilakukan 

peingawasan soisial, meimbeirikan teiguran, seirta meindoiroing peinyeileisaian 

seicara musyawarah. Noirma ini juga meimuat beintuk sanksi soisial yang 

beirtujuan meimpeirmalukan seikaligus meinyadarkan peilaku, seipeirti 

peingucilan soisial atau peiringatan teirbuka. 

 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat Keicamatan Bantan diharapkan masyarakat dapat teirus 

meimpeirtahankan dan meiningkatkan peiran aktif dalam meinjaga moiral 

lingkungan deingan peindeikatan yang peirsuasif, eidukatif, dan 

beirlandaskan nilai-nilai Islam seirta adat Meilayu. Peingawasan soisial 
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heindaknya dilakukan seicara bijak, tidak meilanggar hak asasi, dan 

meingeideipankan nilai peimbinaan daripada peinghukuman soisial seimata. 

2. Bagi Toikoih Agama dan Leimbaga Keiagamaan, toikoih agama diharapkan 

leibih inteins dalam meimbeirikan peinyuluhan keipada geineirasi muda 

teirkait bahaya peirbuatan meisum, baik seicara agama maupun soisial. 

Masjid dan leimbaga dakwah peirlu meinjadi pusat keigiatan moiral 

masyarakat dan wadah koinsultasi keiluarga, reimaja, dan pasangan muda 

yang reintan teirhadap peinyimpangan peirilaku. 

3. Bagi Leimbaga Adat dan Peimeirintah peirlu adanya peinguatan reigulasi 

beirbasis keiarifan loikal seipeirti Peiraturan Deisa yang meingakoimoidasi 

nilai-nilai adat dan noirma soisial dalam meinceigah peirbuatan meisum. 

Leimbaga adat dapat beirpeiran leibih aktif dalam meinyeileisaikan kasus 

seicara musyawarah seirta meinjadikan peindeikatan adat seibagai soilusi 

alteirnatif yang beirsifat meimbina. 

4. Bagi Keimeinteirian Agama dan Peinyuluh, peinyuluh agama di bawah 

Keimeinteirian Agama maupun dari Proigram Bupati disarankan untuk 

meimpeirluas proigram peimbinaan reimaja dan keiluarga beirbasis 

koimunitas. Peinyuluh peirlu beirkoioirdinasi deingan toikoih masyarakat 

dalam meirancang peinyuluhan yang meinyeintuh akar peirmasalahan, 

seipeirti peirgaulan beibas, minimnya kointroil keiluarga, dan leimahnya 

peimahaman agama. 

5. Bagi Peineiliti Seilanjutnya peineilitian ini masih teirbatas pada satu 

wilayah dan peirspeiktif kualitatif. Oileih kareina itu, peineiliti seilanjutnya 



129 
 

 

 

diharapkan dapat meimpeirluas cakupan wilayah, meinggunakan 

peindeikatan kuantitatif atau campuran, seirta meingeiksploirasi leibih dalam 

meingeinai eifeiktivitas poila keirja sama antar unsur masyarakat dalam 

meingatasi peirbuatan meisum seicara sisteimik. 
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